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Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1. Memiliki kemampuan analisa kasus kepegawaian terkait kode etik pegawai
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang cukup baik lisan maupun tertulis
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 3. Memiliki kemampuan memegang informasi bersifat rahasia
3. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 4. Memahami prosedur kepegawaian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 5. Mematuhi ketentuan dan peraturan berlaku
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 6. Memiliki kemampuan penggunaan aplikasi pada komputer
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

SOP Disiplin Pegawai

1. Komputer, Printer, Scanner dan ATK

2. Peraturan Perundang-undangan terkait

3. SIAP (Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian)
4. Formulir Laporan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika tidak mengikuti SOP ini maka proses penegakan Kode Etik
di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak akan berjalan dengan baik.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Sub Bagian Pengembangan
SDM Aparatur, Bagian SDM Aparatur secara elektronik dan/atau manual




PROSEDUR : KODE ETIK PEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan i i Keterangan
& Pelapor | Terlapor  Saksi Ba‘f;::affr Bagian Hukum P;‘::‘:: :aingg Majelis Kode Etik Kelengkapan Waktu Output e
1 Mengisi dan menandatangani Formulir Bukti 5 Jam Formulir Bukti
formulir laporan '—__'?—‘ Laporan Laporan
r Bukan I
, |Meminta saran kepada unit kerja slanzgarar Formulir Bukti { Heori Nota Dinas
yang menangani bidang hukum Laporan permohonan telaah
| Pelanggaran
3 |Menyampaikan nota dinas hasil telaah peml_\fgl_t:) r?al;latila ah 30 menit Rk ]i:]nasl hasil
a Me.ngmmkan berkas laporan kepada Nota Dinas hasil 30 menit | Disposisi hasil telaah
Pejabat Yang Berwenang telaah
y
5 |Disposisi tindak lanjut laporan ﬁ Disposisi hasil telaah | 30 menit d;:ﬁ?jisfangﬁ
Majelis Kode Etik mengadakan
i 4 disposisi tindak " Surat Pembentukan |sidang paling lama 7 hari kerja sejak
6. [Membentitl Mejelis Kode Btk lanjut laporan Liam, Majelis Kode Etik  |diperintahkan oleh Pejabat Yang
Berwenang
v Secara administratif disediakan oleh
7 |Pemanggilan terlapor secara tertulis Su&zt.e]:l’fsm!;): ;ﬂfl«;ﬁk 1 jam Surat Panggilan Bagian Sumber Daya Manusia
g J Aparatur
Apabila Terlapor tidak hadir setelah
X Tidak hadir ) . dipanggil secara
i P i . 3 hari Tanda Terima Surat = s o
8 |Menindaklanjuti panggilan Surat Panggilan kerja Panggilan sah 2 (dua) kali, sidang Majelis tetap

Hadir

dilaksanakan tanpa
dihadiri oleh Terlapor




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiat i j Keterangan
E g Pelapor | Terlapor  Saksi | Do22m SPM | g ian Hukum Pejabat Yang |y :clis Kode Etik |  Kelengkapan Waktu Output *
Aparatur Berwenang
. i Apabila sidang kode etik belum
9 |Melakukan sidang Kode Etik Tand?gim-;:fum 3 jam Berita Acara | memperoleh bulkti yang cukup bisa
B8t dilakukan sidang berikutnya
. Berita Acara Hasil . Laporan Hasil

10 |Pengambilan Keputusan Pemicriksant: 1 jam Putusan
11 M:I.“;iang;w:;: li{ e.PE:::m sidang Laporan Hasil 1 iam Nota Dinas Laporan

MOJEIRE SR cladatyans Putusan J Hasil Putusan Sidang

Berwenang

Apabila tidak terbukti pelanggaran,

majelis me'rekomendamka,n sanks_t Nota Dinas Laporan ) Surat Keputusan Safilel goral di paikan secara
12 |moral bagi Pelapor. Namun apabila Hasil Putusan Sidan 1 jam Pelanggaran Kode terblia kA tertit

terbukti, majelis menjatuhkan sanksi g Etik P

moral bagi Terlapor

E Surat Keputusan 3 hari TandBa:.eTir:f;:urat
13 |Penyerahan salinan keputusan Pelanggaran Kode 2 P
: kerja Pelanggaran Kode
Etik .
Etk
v Tanda Terima Surat
H 7 TR
Pendokumentasian penjatuhan [l Keputusan 1jam Arsip

14

sanksi moral

Pelanggaran Kode
Etik




